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ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam untuk memajukan kesejahteraan umum
yang memiliki fleksibilitas dalam pengembangannya. Hal ini dapat terealisasikan dengan
pemberdayaan dan pemanfaatan wakaf produktif diiringi regulasi yang sesuai dengan
perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf produktif
dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan metode
kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf
produktif berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian seperti
menyediakan fasilitas umum, sarana dan kegiatan ibadah, adanya bantuan modal,
memberikan lapangan pekerjaan, mengatasi kemiskinan, mengurangi beban anggaran
Negara bahkan untuk segala lini kehidupan di Negara Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Nadzir, Kesejahteraan, Manajemen
ABSTRACT

Wagf, as one of the pillars of the Islamic economy, has flexibility in its development to
advance public welfare. That can be realized if productive waqgf is empowered and utilized,
accompanied by regulations that are by the times. This study aims to determine the role of
productive wagf in improving the welfare of the Indonesian economy. This study uses a
qualitative method with a library approach. The results of this study indicate that productive
wagf plays a vital role in improving economic welfare, such as providing public facilities,
religious facilities, and activities, providing capital assistance, providing employment,
overcoming poverty, reducing the burden on the state budget, and so on. Even for all lines of
life in the country Indonesia.
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PENDAHULUAN

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang berpengaruh pada kebutuhan
hidup manusia, sehingga pemberdayaannya pun diperlukan. Khususnya, di negara
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sentuhan Islamisasi sudah harus

diterapkan dalam pemberdayaannya agar aktivitas ekonomi lebih kontributif dan
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produktif. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, dalam Islam, konsep magashid syariah
yaitu maslahah (kesejahteraan) sudah diposisikan dengan tujuan menghasilkan manfaat
dan menghilangkan mudharat pada sesama manusia. Perekonomian kontributif dan
produktif seperti inilah dapat dinyatakan makmur serta sejahtera atau dengan maksud lain
dapat menghidupkan pemberdayaan manusia dari segala aspek.

Dalam pemberdayaan ekonomi, syariah telah menawarkan beberapa instrumen
alternatif pada sektor sosial yang disebut dengan filantropi Islam seperti zakat, infaq,
shadagah dan wakaf. Adapun zakat dan wakaf merupakan instrumen yang saat ini sedang
ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengukur potensi yang
dimiliki oleh zakat dan wakaf dalam menopang kekurangan perekonomian yang ada di
Indonesia. Terutama penyediaan anggaran yang besar untuk memfasilitasi prasarana
masyarakat Indonesia adalah hal yang sedang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Maka, wakaf merupakan salah satu alternatif instrumen pembiayaan yang setidaknya
dapat menunjang pembangunan prasarana serta bersifat distributif dimana hasil
keuntungan dapat didistribusikan pada kalangan yang membutuhkan jika dikelola dengan
pendekatan bisnis.

Konsep wakaf yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan
ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial harus benar-benar dibangun dengan dinamika
konteks kebutuhan masyarakat pada zamannya. Hal ini-dapat menjadikan wakaf tetap
produktif dan tidak lepas dari dinamika Islam. Di sisi lain, wakaf yang terdapat di
Indonesia adalah wakaf agama yang bersifat statis seperti pembangunan masjid,
madrasah, pesantren dan belum bernilai ekonomis dan produktif. Padahal, menurut
Monzer Kahf, macam wakaf terbagi menjadi tiga yaitu wakaf keagamaan, wakaf
filantropi, dan wakaf family atau keluarga (Kahf, 2022). Wakaf keagamaan biasanya
diperuntukkan pada kegiatan keagamaan seperti masjid. Wakaf filantropi antara lain
layanan kesehatan, pendidikan dan sejumlah fasilitas umum yang dapat menunjang
kebutuhan manusia. Sedangkan, wakaf keluarga biasanya digunakan sebagai jaminan
untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.

Konsep wakaf yang dibutuhkan tidak hanya bersifat secara terbatas dan terformat
ke arah konteks kegiatan yang bersifat keagamaan, melainkan pengelolaan dan
pengembangan wakaf di era kontemporer lebih dituntut untuk menerapkan pola

paradigma produktif dalam arti keabadian manfaat, profesionalitas, tanggung jawab dan
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keadilan sosial, sehingga memiliki keterampilan dalam mengelola wakaf secara
produktif. Sebagaimana yang diterapkan dalam Islam bahwasanya kerja produktif telah
diperintahkan dalam Al-Qur’an yakni agar melanjutkan pekerjaan setelah menunaikan
salat jama’ah. Hubungan antara pekerjaan dan ibadah berkaitan secara dinamis tentang
bagaimana manusia menjadikan keduanya seimbang dengan bekerja keras serta
menentang kemalasan dan menyia-nyiakan waktu.

Adapun, harapan untuk menjadikan wakaf produktif adalah dengan mengadakan
pendekatan bisnis terhadap wakaf dimana usaha tersebut akan berorientasi pada
keuntungan yang nantinya dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima
(Mubarok, 2002: 27-28). Zam-zam Tower merupakan salah satu bukti adanya wakaf
produktif di Saudi. Sejak tahun 2004, pada hakikatnya Indonesia telah berusaha untuk
mengimplementasikan bentuk wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun
2004, akan tetapi perilaku Undang-Undang tersebut masih tergolong tradisional dan
identik dengan wakaf tidak bergerak, sehingga wakaf yang diimplementasikan di
Indonesia belum begitu baik perkembangannya. Oleh sebab itu, diharapkan adanya
Undang-Undang yang baru dapat menginspirasi pengembangan wakaf produktif.

Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil contoh dari negara sekuler seperti
Singapura dan Thailand yang memiliki praktik wakaf produktif yang terus berkembang
serta netral dalam menghadapi permasalahan angka kemiskinan tanpa mendukung orang
beragama maupun orang tidak beragama (Koto dan Saputra, 2016). Hal tersebut
dikarenakan praktik wakaf produktif dikelola untuk penunjang pembangunan di bidang
ekonomi, agama, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan demi terciptanya
konsep kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, daya tarik wakaf
produktif di negara sekuler yang minoritas Muslim juga mendukung kegiatan ini. Hal
tersebut dibuktikan dengan perolehan aset wakaf berupa lahan tanah yang sangat banyak
sehingga dapat mendukung aset-aset sosial, terlebih lagi para masyarakat sangat sadar
betapa berharganya nilai tanah setiap jengkalnya bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu,
pengembangan wakaf produktif di Singapura dan Thailland telah benar-benar digeluti
oleh Muslimin sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat turut merasakan dampaknya.

Secara umum, apabila harta benda tanah wakaf di Indonesia digali dan
dikembangkan dengan giat, potensi yang akan dihasilkan juga akan berguna bagi

masyarakat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Meski
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demikian, selalu ada problematika dengan perkembangan wakaf di Indonesia. Oleh sebab
itu, diperlukan adanya pihak yang pandai, profesional serta dapat dipercaya dalam
mengelola wakaf supaya produktif secermat mungkin.

Merujuk pada jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam,
“Mengapa Indonesia belum bisa mengembangkan manajemen wakaf secara produktif?”
Jika disejajarkan dengan instrumen filantropi dalam Islam seperti halnya zakat, infaq dan
shadagah (ZIS), wakaf dapat dipastikan sangat strategis dalam pemberdayaan
masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial. Selain tidak
terpaku  dalam  pendistribusiannya sebagaimana dalam zakat, pemerintah
memperhitungkan dengan cermat bagaimana perkembangan wakaf di Indonesia. Hal ini
dibuktikan dengan didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga
independen yang khusus menangani wakaf di Indonesia, dengan harapan dapat
memberikan kontribusi besar bagi kemaslahan umat.

Jika pemerintah merupakan pihak yang akan bertanggung jawab dalam
pengelolaan aset wakaf di Indonesia, maka pihak yang berwajib ini harus bisa dipercaya
untuk mengubah aset wakaf menjadi lebih potensial. Dengan demikian, makalah ini
sangat menarik untuk membahas tentang bagaimana peran wakaf produktif dalam

meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian
kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi pustaka. Metode ini dilakukan
dengan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan
penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi
hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap
interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik,

tafsir, syariah, dan lain-lain. (Darmalaksana, 2020:4).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habs (menahan). Dikatakan wagafa-
yaqgifu-wagfan artinya habasa-yahbisu-hasban. Menurut istilah syara’ wakaf berarti

menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabig, 1994:148). Menurut
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arti bahasanya, waqgafa berarti menahan atau mencegah, misalnya x.! s <45 saya

menahan diri dari berjalan”(Mughniyah, 2007: 635). Disebut menahan karena wakaf
ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan
wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi
siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Definisi wakaf menurut ulama klasik diwakili oleh ulama-ulama mazhab.
Menurut Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al- ‘ain) milik
wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang
diinginkan untuk tujuan kebajikan (Al-Humam, 1970:2003). Sedangkan Malikiyah
berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun
pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu
akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (Al-Dasuqi,
tanpa tahun:187). Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa
memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak
pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan
oleh syariah (Al-Syarbini, 1958:376). Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf
dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan
manfaat yang dihasilkan.

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf
adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau
nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda
yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik
tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah (Halim, 2005:7). Jadi, wakaf artinya
menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi
kemaslahatan umum (Idris, 2009:252).

Menurut Mundzir Kahf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang
diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai
dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air
untuk dijual airnya dan lain-lain. Jadi, benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan
produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi

antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki
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secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.
Dasar Hukum Wakaf
a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ajaran wakaf bersumber dari
pemahaman teks ayat al-Qur’an dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur’an
yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang
pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.
Beberapa ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah
sebagai berikut:
1. Al-Qur’an Surat Al-Imran ayat 92:

® |~ "
V.:}.c 4 W
52

‘Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya .

2. Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 261:

Bgeais Bl s 80 e a 2ifl i w8 @Tk}xggﬁi}%ﬁbjﬁﬁ&ﬁ?:}éﬁ

;nl:‘ ij PPN oAl L uzw
‘Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)
bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui .

Cz\

%ww‘}wbﬁc #UW@JJ‘@L‘J

3. Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadist antara lain:
&fﬂzlmﬁzé’aﬁ\gﬂyau\z\:J@(;i:m\:l;mjzpmd 8
(vlmﬁo\j))dj&-«bcsw-ﬂjj\csucw(,l.cjhmjb-cu JY;:}"

‘Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak
adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:
shadagah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan
orang tuanya’. (HR. Muslim:44)

4. Adapula hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan tentang anjuran ibadah wakaf,

yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

Lm Sz % ,&J\guﬁ;uj\ﬁéuw\JUW’“‘@@J&}’J‘J"”
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‘Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa saabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah
di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk.
Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya
belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah
kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah
itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqgah, tidak
dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: maka
Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian,
sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang
menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik
(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta’ (HR.
Muslim:44).

L;S\

b. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif
Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
perwakafan di Indonesia adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta
pemanfaatanya sesuai dengan tujuan wakif.

2. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan
yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI
Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nadzir (KHI
pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan Majelis
Ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3 dan 4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat
2).

3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan
bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara
produktif, nadzir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Islamic
Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya
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Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian, nadzir harus
menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan
wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun. Upaya supporting (dukungan)
pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan
memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang
mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 dan 14 berisi tentang
masa bakti nadzir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang,

pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

Peran Nazhir Wakaf di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, pada Bab Il Pasal 9-14 tentang nazhir, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 2-14 telah
membuktikan bahwa nazhir mempunyai peran besar guna mengelola dan
mendayagunakan aset wakaf, baik itu wakaf uang, tanah atau wakaf produktif lainnya.

Abdurrahman Kasdi, dalam penelitiannya Peran Nadzir dalam Pengembangan
Wakaf yang menyimpulkan bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat
tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak
untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan,
organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir
lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir
perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Secara umum, pengelolaan wakaf
dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan
profesional (Kasdi, 2014:225).

Urgensi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer
Wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan
fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah).
Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama
bagi diri pewakaf. Maka, dapat dilihat bahwa wakaf mempunyai kedudukan penting

dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi wakaf belum banyak dikelola
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secara maksimal oleh pengelola wakaf.

Ijtihad para ulama kontemporer yang berkaitan dengan wakaf pemanfaatan jauh
lebih berkembang dan konsepsi wakaf mereka dapat dimanfaatkan di zaman sekarang ini.
Misalnya, pandangan ulama kontemporer tersebut seperti Ibnu Qudamah yang
memandang wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, dimana arti menahan
hartanya adalah untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya; sudah dewasa, aqil
baligh, sehat (Manan, 2016: 373). Harta wakaf harus dipergunakan untuk kemaslahatan,
dengan kata lain, wakaf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Oleh
karena itu, sebagian fugaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala
urusan yang diperbolehkan (Qudamah, tanpa tahun:191).

Secara bahasa, maslahah berarti kebaikan (Mandzur, 1994: 516). Di dalam kamus
Munjid mengartikan maslahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu
perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta
kaumnya (Ma’luf, tanpa tahun: 432). Dikatakan juga maslahah adalah lawan dari
kerusakan atau kebaikan atau al-khair (Al-Razi, 1999: 300). Pengertian maslahah
menurut istilah dapat dipahami dari pendapat para ulama silam ketika membahas tentang
maslahah dan munasab. Namun begitu, para ulama terdahulu masih belum sepakat
dengan definisi maslahah dan batasannya serta berbeda-beda terhadap penerimaannya
(Zayd, 2006:23). Menurut Ibn Asyur maslahah sebagai perbuatan yang menghasilkan
kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak maupun
individu (Asyir, 2001: 278).

Dari sekian banyak definisi maslahah dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah
segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat
dengan berdasarkan pada magashid syariah yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.

Tujuan wakaf dalam pandangan fikih klasik dan kontemporer tidaklah jauh
berbeda karena sumber ajarannya pun sama, yaitu untuk meraih kemaslahatan baik di
dunia maupun di akhirat, hanya variasi transaksi ekonomi modern yang lebih tinggi
berimplikasi pada model pemberdayaan wakaf yang lebih beragam pula. Pengelolaan
wakaf hendaknya dipergunakan untuk keperluan sosial, baik di bidang pendidikan,
ekonomi dan kesehatan seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah

sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, bantuan penelitian, bantuan atau
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pengembangan sarana dan prasarana ibadah dan lain sebagainya sebagai korelasi logis
banyaknya pahala dengan banyaknya kemanfaatan.
Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf akan terasa dampaknya bila dikaitkan dengan wakaf produktif. Wakaf
produktif merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang sedang terpuruk seperti saat
pandemi covid 19 sekarang ini. Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf adalah
lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya pengetahuan
nadzir tentang wakaf produktif serta teknik-teknik pengelolaan aset wakaf secara modern,
mayoritas pengelolaan aset wakaf di Indonesia diperuntukkan hanya produktif secara
sosial bukan secara ekonomi, padahal tujuan dalam undang-undang perwakafan jelas
bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi perlu
dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan umum dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, pun permasalahan nadzir lemahnya pengetahuan pemahaman
tentang wakaf serta mindset yang masih tradisional dan kaku memaknai konteks wakaf
sehingga tertinggal pengelolaannya.

Untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat, diperlukan kemampuan
untuk mengembangkan model-model bisnis berbasis wakaf produktif dari berbagai
praktek terbaik nadzir wakaf modern, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Demikian juga para pengelola wakaf perlu untuk mempelajari manajemen dan
kompetensi nadzir profesional serta menjadi kunci dari pengelolaan wakaf yang
berkelanjutan. Selain itu, Nadzir wakaf harus pandai berinovasi untuk terus
mengembangkan bisnis, bukan hanya menjalankan yang sudah ada saja. Misalnya, uang
atau dana yang terkumpul akan digunakan untuk investasi dengan resiko rendah dan
keuntungan akan dibagikan kepada masyarakat miskin sebagai mauquf alaih. Dengan
demikian, masyarakat miskin tersebut akan merasakan manfaatnya.

Adapun beberapa wakaf produktif yang dapat kita contoh baik dari aspek
pengelolaannya maupun pengembangannya misalnya untuk memberdayakan petani.
Petani hanya menggarap sawah saja, tanpa memilikinya, sehingga instansi wakaf
membeli sawah terlebih dahulu, kemudian, pihak instansi tersebut bermusyarakah
mutanagisah dengan petani. Jadi, ketika panen, petani membayar angsuran sekaligus
mencicil kepemilikan sawah dan begitu seterusnya sampai petani dapat melunasi seluruh

pembayaran. Maka, sawah tersebut menjadi hak milik petani dan instansi wakaf tersebut
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akan mendapatkan dana utuh, tanpa mengurangi zat aslinya. Inilah salah satu manfaat
dari wakaf uang.

Wakaf tanah, apabila tanah wakaf dikelola dan diberdayakan dengan baik oleh
nadzir, misalnya dengan didirikannya rumah sakit, maka dapat memberikan kontribusi
bagi orang yang kurang mampu dengan peringanan biaya berobat. Berdasarkan uraian
yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf
tanah mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi
kemasyarakatan dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi
umat.

Salah satu konsep sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin
dapat dipahami, bahwa tanah merupakan “Natural Resources” (sumber daya alam),
sedangkan manusia sebagai “Human Resources” (sumber daya manusia). Dalam
pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan
berkembang apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan
menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Bertolak dari pemikiran di atas, maka tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam,
pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama dapat digunakan sebagai salah satu
sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk
keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti
pendidikan, masjid, pondok pesantren, panti-panti asuhan, dan lain-lain, tetapi tanah
wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan
ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri,
pertambangan, real estate, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap
sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini
merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri (Azhary,
1992:13).

Rendahnya produktivitas tanah wakaf di Indonesia menyebabkan menurunnya
pemanfaatan harta wakaf. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini, antara lain:

1. Terdapat beberapa nadzir yang masih mengelola wakaf dengan cara konvensional,
bila tidak ingin disebut tradisional. Apa yang dibayangkan para nadzir sebagai
wakaf masih sangat sederhana. Wakaf masih dipahami sebagai aktivitas

menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan selamanya atau untuk
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jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai keperluan ibadah yang
notabenenya tidak boleh dibisniskan.

2. Terdapat wakif yang mewakafkan hartanya memang diperuntukkan untuk
pembangunan tempat ibadah. Apalagi, gejala ini menjadi semakin krusial karena
kebanyakan para wakif, dengan meminta pertolongan pada anggota keluarganya
yang masih hidup, mewakafkan hartanya sesudah mereka meninggal. Artinya,
status harta wakaf tersebut menjadi wasiat bagi keluarganya yang mau tidak mau,
harus dijalankan.

3. Terdapat anggapan di masyarakat bahwa menyalurkan harta wakaf guna dijadikan
pemberdayaan ekonomi berpotensi besar dalam menyulut konflik. Bagi
masyarakat yang berada pada situasi ini, wakaf merupakan salah satu bentuk
ibadah terhadap Ilahi yang sifatnya sangat sakral. Bila niat yang awalnya
ditujukan untuk ibadah ini kemudian berujung pada konflik dan mengganggu
kekhusukan ibadah, maka sebaiknya dari awal harta wakaf langsung saja
diperuntukkan menjadi masjid atau mushalla. Padahal contoh-contoh awal wakaf
pada masa Nabi yang tersebar adalah wakaf perkebunan. Namun, wakaf
perkebunan atau lainnya yang produktif ini belum menjadi tren karena memang

perkembangan ekonomi terpisah dengan perkembangan keagamaan.

Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian
Indonesia

Banyak pihak yang optimis memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi
wakaf, baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk
harta tetap/ bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf uang tunai) yang sangat besar (Nizar,
2017, 232). Ada beberapa faktor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang
besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu pertama, Indonesia sudah memiliki modal
legal institusional untuk pengembangan dan pengelolaannya, yaitu berupa payung hukum
tentang wakaf berikut lembaga pengelolaannya, sebagaimana tertuang dalam UU wakaf
dan peraturan-peraturan turunannya, kedua, kekayaan sumber daya alam (SDA) dan
sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar, ketiga, pendapatan masyarakat Muslim
terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat (Nizar, 2017, 232).
Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk UU di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih

difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak
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jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses
regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif
dan profesional yang disebutkan dalam Undang-Undang wakaf adalah untuk kepentingan
kesejahteraan umat manusia dibidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan
keagamaan (Zaidah, 2012:190).

Program sosial yang dimaksud di atas berupa pembangunan fasilitas umum antara
lain jembatan, masjid. Program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah
untuk masyarakay tidak mampu dan pelatihan keterampilan. Program kesehatan berupa
bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusu.
Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar
tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. Program keagamaan
berupa penyediaan da’i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot
masjid (Shofi, tanpa tahun: 320).

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A. Manan berpendapat bahwa
pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi di berbagai
bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, wakaf
tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan
menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan riset (Asytuti,
2012:50).

Jika diasumsikan potensi wakaf uang yang mampu dikumpulkan sesuai dengan
potensi yang dihitung oleh Mustafa Edwin Nasution (2006), yaitu sebesar tiga triliun
rupiah per tahun, kemudian jika diasumsikan tingkat pengembalian investasi 10% per
tahun maka akan didapat hasil investasi sebesar tiga ratus miliar rupiah per tahun. Apabila
dari hasil investasi tersebut 90% dananya dialokasikan untuk mauquf alaihi bagi sektor
ekonomi maupun non ekonomi seperti dialokasikan untuk pendidikan maupun kesehatan,
maka akan didapat program sebesar 270 miliar rupiah (Al-Arief, 2012: 309).

Dana wakaf yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM)
dapat disalurkan pada program khusus, yaitu program pembiayaan mikro (micro
financing) dengan margin atau bagi hasil yang relatif lebih rendah. Dana wakaf yang
disalurkan pada pembiayaan sektor mikro dengan menggunakan akad mudharabah,
murabahah musyarakah, ijarah, dan gardh. Pendapatan dari hasil penyaluran dana wakaf

inilah yang akan dibagi sesuai dengan nisbah antara LKMS dan dana wakaf. Hak LKMS
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akan menjadi pendapatan LKMS, sedangkan hak dana wakaf akan masuk ke dana sosial
untuk disalurkan kepada pihak yang berhak (Ernawan, 2016:42).

Selain wakaf uang, di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan
seperti sekarang ini, sesungguhnya peranan wakaf tanah di samping instrumen-instrumen
lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat, baik
itu di bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan, apabila tanah wakaf diberdayakan
dengan baik dan proporsional (tepat guna dan produktif). Peruntukan tanah wakaf di
Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaannya dan cenderung hanya untuk
kegiatan-kegiatan ibadah khusus (ibadah makhdah) lebih karena dipengaruhi oleh
keterbatasan umat Islam pada pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan
maupun nadzjr (pengelola, pengawas harta wakaf).

Dengan wakaf produktif, diharapkan institusi keagamaan dapat menjadi sektor-
sektor strategis dalam pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan dan
peningkatan kapasitas para nadzir pun harus dilakukan. Para pengelola wakaf sudah
seharusnya secara perlahan merubah orientasi pengurusan wakaf menjadi profesional,
walau tidak melulu harus produktif. Aset wakaf sebisa mungkin tidak saja memiliki nilai
sosial, tapi juga nilai ekonomis. Tanah wakaf yang terabaikan atau belum termanfaatkan,
misalnya, bisa dimanfaatkan menjadi gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik,
kontrakan, restoran, bank cabang pembantu, TK ataupun PAUD. Lebih jauh, wakaf
dengan peruntukan pendirian masjid pun bisa dimodifikasi dengan membangun gedung
serbaguna baik di lahan yang sama atau di bagian bawah masjid, yang dapat disewakan
untuk acara resepsi pernikahan, ruang pertemuan, ruang rapat, dan mungkin untuk acara
seminar. Sehingga, operasional masjid bisa terbantu dengan pemasukan dari ruang atau

gedung pertemuan tersebut.

KESIMPULAN

Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi
bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf
menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru
dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda

bergerak, seperti uang dan saham. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan
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bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan benda wakaf
bergerak dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam
bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk
keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan atau sarana
dan pra sarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan
untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan
penelitian dan lain-lain.

Hal terpenting dalam kemajuan wakaf adalah adanya sinergitas yang kuat antara
para akademisi, para praktisi atau pelaku usaha dan pemerintah dalam mencari model
pengembangan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia. Hakikatnya semua lapisan
masyarakat harus saling mendukung, saling membantu dan bahu membahu dalam
memberdayakan dan memperkasakan kekuatan perwakafan. Walaupun pemerintah
sudah mempunyai pedoman pengelolaan wakaf produktif, akan tetapi pada kenyataannya
masih banyak aset-aset wakaf yang terbengkalai dan perlu dikaji serta diteliti lebih

intensif guna membangun ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.
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